BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATENR PESISIR BARAT

NOMOR (2 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN PESISIR BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

bahwa keadaan alam berupa flora dan fauna yang
beraneka ragam jenisnya, peninggalan sejarah dan
purbakala (heritage), maupun seni dan budaya (living
culture) yang dimiliki Kabupaten Pesisir Barat, merupakan
sumber daya dan sebagai modal besar bagi usaha
pengembangan kepariwisataan daerah;

bahwa potensi kepariwisataan Kabupaten Pesisir Barat
harus dikelola dan dikembangkan guna menunjang
pembangunan daerah pada umumnya dan pembangunan
kepariwisataan pada khususnya yang tidak hanya
mengutamakan segi-segi finansial saja, melainkan juga
segi-segi agama, budaya, pendidikan, lingkungan hidup
serta ketentraman dan ketertiban;

bahwa dalam rangka pengembangan potensi
kepariwisataan yang tersebar diseluruh wilayah (laut,
daratan dan pegunungan) Kabupaten Pesisir Barat
diperlukan langkah-langkah pengaturan yang mampu
mewujudkan keterpaduan dalam penyelenggaraan dan
mendorong upaya peningkatan kualitas obyek dan daya
tarik wisata serta menjaga kelestarian lingkungan hidup;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf ¢ di atas, perlu
membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat
tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah
(RIPPDA) Kabupaten Pesisir Barat.,

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49,
’:I?Embahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

19); :

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



10.

11.

12.

13.

14,

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4709Q);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966};

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar
Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5168);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5364);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambshan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58,
’é‘gx;g;ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang
Penyelenggaraan Kepariwisataan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3638);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang
Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa
Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata
Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5116);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang 1zin
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5285);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang
Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5733);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;

20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Provinsi Lempung Tahun 2009 sampai dengan Tahun
2029;

21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun
2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata
Daerah (RIPPDA) Provinsi Lampung;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 15
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Barat Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pesisir Barat Nomor 15].

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
dan
BUPATI PESISIR BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (RIPPDA)
KABUPATEN PESISIR BARAT

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah

Lembaga Perwa].;dlan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
Dinas adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat.

-
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Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut
yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati
objek dan daya tarik wisata.

Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.

Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata
termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha
yang terkait di bidang tersebut.

Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan
penyelenggaraan pariwisata.

Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dicangun
atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

Objek dan Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat ODTW adalah
segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disebut
RIPPDA adalah dasar dalam penyusunan program pembangunan daerah
sektor pariwisata dan dalam penyusunan rencana pengembangan objek
wisata secara lebih mendetail.

Rencana Induk Pengembangan Objek Wisata yang selanjutnya disebut
RIPOW adalah kebijaksanaan pengembangan objek wisata yang berisi
rencana struktural tata ruang, arahan ketentuan ruang dan bangunan
serta indikasi program pembangunannya.

Detail Engineering Design yang selanjutnya disingkat DED adalah Rencana
Operasional pengembangan objek wisata yang berisi pemanfaatan ruang,
ketentuan ruang dan bangunan serta pembangunan.

BAB 11
AZAS, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) sebagai bagian
integral dan pengembangan pariwisata nasional dan pembangunan daerah
berazaskan: '

a.

Manfaat, yaitu pemanfastan potensi daerah untuk kegiatan
kepariwisataan di daerah secara optimal sehingga berdaya guna dan
berhasil guna,;

Pelestarian, yaitu melestarikan budaya daerah dan kekayaan alam sebagai
daya tarik wisata;

Keterpaduan, yaitu menciptakan pengaturan bagi semua kepentingan
kepariwisataan demi keselarasan, keserasian dan keseimbangan;
Berkelanjutan, yaltu upaya menegakkan kelestarian dan keadaan alam,
budaya dan sumber daya yang dimanfaatkan agar kepentingan
kehidupan kepariwisataan dapat dilakukan dalam wadah yang cukup
memadai;

llmu Pengetahuan dan Teknologi, yaitu penerapan ilmu pengetahuan dan

teknologi yang tepat wuntuk dapat mendukung pembangunan
kepariwisataan di daerah.,

Pasal 3

Tujuan dari RIPPDA adalah:

a.

b.

Secarg umum, yaitu memberikan arahan tentang kegiatan pengembangan
kepariwisataan di daerah, sehingga mampu meningkatkan kualitas Objek
dan Daya Tarik Wisata (ODTW) serta pelayanannya,;

Secar:.a khusus, yaitu memberikan arahan tentang kegiatan pengembangan
kepariwisataan ' didaerah dalam rangka mengembangkan ekonomi
kerakyatan, sosial budaya, peningkatan pendapatan asli daerah, dan
rasa bangga terhadap daerah sebagai wujud rasa cinta tanah air bagi
masyarakat,



Pasal 4
RIPPDA mempunyai sasaran sebagai berikut:
a. Memantapkan pengembangan kepariwisataan daerah; _ -
b. Memberikan arahan dan strategi pengembangan potensi panwisata
daerah; o
c. Menetapkan skala prioritas pengembangan pariwisata daerah,
d. Menetapkan indikasi program pengembangan pariwisata daerah.

BAB II1
FUNGSI, KEDUDUKAN, DAN JANGKA WAKTU
Pasal 5
RIPPDA mempunyai fungsi: o
a. Pedoman bagi pembinaan dan pengembangan kawasan pariwisata, ODTW,
sarana dan prasarana pariwisata serta investasi pembangunan;
b. Pedoman bagi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ka..w.asan
pengembangan pariwisata, ODTW, sarana dan prasarana pariwisata
serta investasi pembangunan;
Penjabaran pola dasar pembangunan daerah sektor pariwisata;
Penjabaran pemanfaatan ruang berdasarkan rencana umum tata
ruang kota.

ao

Pasal 6
RIPPDA merupakan dasar pertimbangan dalam penyusunan program
pembangunan daerah sektor pariwisata dan dalam penyusunan rencana
pengembangan objek wisata secara lebih mendetail.

Pasal 7
(1) RIPPDA berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh)
tahun.
(2} RIPPDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau sekurang-
kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.

BAB IV
KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 8
Garis-garis kebijaksanaan umum pengembangan pariwisata daerah adalah
sebagai berikut :
a. Memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar
bangsa;
Mengembangkan tata nilai kehidupan dan budaya daerah;
Memanfaatkan dan melestarikan sumber daya alam;
Menciptakan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan
aslidaerah;
Memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman.

oo

o

Pasal 9

Garis-garis strategi pengembangan pariwisata daerah adalah sebagai berikut:

a. Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten
Pesisir Barat terutama yang bergerak di bidang pariwisata terhadap peran
penting pariwisata dalam peningkatan kualitas kehidupan bangsa dalam
memasuki era globasisasi;

b. Meningkatkan  kontribusi sektor pariwisata bagi peningkatan
pendapatan terutama masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah
dan peningkatan pendapatan asli daerah;

c. Menjaga dan mengembangkan budaya lokal Kabupaten Pesisir Barat yang

beraneka ragam sebagai aset wisata daerah, sesuai dengan tata nilai dan
kelembagaan yang secara temurun dipraktikkan dan dipelihara;



d.

Meningkatakan kualitas produk, sumber daya pariwisata dan lingkungan
secara integral berdasarkan asas kesinambungan dan apresiasi terhadap
norma dan nilai-nilai yang berlaku; _ )
Menjadikan Kabupaten Pesisir Barat sebagai daerah tujuan wisata nasional
dan internasional dengan orientasi pengembangan ke arah pariwisata alam
dan pariwisata budaya, serta menempatkan jenis pariwisata yang lain
sebagai pendamping, berdasarkan keseimbangan antara permintaan pasar
dengan potensi yang tersedia; .
Menciptakan hubungan yang harmonis antar manusia dan antara manusia
dengan lingkungannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya
pariwisata.

BAB V
RENCANA PENGEMBANGAN
Posal 10

Rencana Pengembangan Pariwisata Daerah meliputi:

FRMO Qe OPp

(1)
(@)

(3)

(1)
(2)

(3)

Penetapan kawasan peruntukan pariwisata;
Penetapan zona pengembangan pariwisata;
Pengembangan usaha pariwisata;
Pengembangan sumber daya manusia;
Pengembangan kelembagaan;
Pengembangan fasilitas penunjang;
Pengelolaan lingkungan;

Pengembangan pasar pariwisata.

Bagian Pertama
Penetapan Kawasan Paeruntukan Pariwisata
Pasal 11

Kawasan peruntukan pariwisata daerah dibagi dalam 3 ({tiga) kawasan
peruntukan;
Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah sebagai berikut:
a. Kawasan peruntukan pariwisata budaya; dikembangkan pada daerah

yang memiliki objek wisata budaya di Kabupaten Pesisir Barat;
b. Kawasan peruntukan pariwisata alam; dikembangkan pada daerah

yang memiliki objek wisata alam di Kabupaten Pesisir Barat;
c. Kawasan peruntukan pariwisata buatan; dikembangkan pada daerah

yang memiliki objek wisata buatan di Kabupaten Pesisir Barat;
Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat {2)
huruf a, b dan c pemanfaatannya dapat dilakukan melalui pengembangan
zona pariwisata.

Bagian Kedua
Penetapan Zona Pengembangan Pariwisata
Pasal 12
Zona pengembangan pariwisata daerah dibagi dalam 4 (empat) zona
pengembangan;
Zona pengembangan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} adalah sebagai berikut:
a. Zona 1 Kawasan Tanjung Setia
b. Zona 2 Kawasan Bengkunat Belimbing dan Pulau Betuah
c. Zona 3 Kawasan Lemong dan Pulau Pisang
d. Zona 4 Kawasan Labuhan Jukung dan Krui Selatan
Konsep Zona Wisata Pesisir Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini, dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Pasal 13

(1) Bagi setiap zona pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud dalgm
Pasal 12 ayat {2), dapat disusun Rencana Induk Pengembangan Objek
Wisata [(RIPOW) dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(2) Bagi setiap ODTW di zona pengembangan pariwisata sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dapat disusun rencana detail dan teknis
objek wisata dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 14
Kawasan pariwisata serta ODTW yang berada di wilayah perbatasan antar
daerah diatur secara bersama-sama dengan berpedoman kepada ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Usaha Pariwisata
Pasal 15
Usaha pariwisata digolongkan ke dalam :
a. Usaha jasa pariwisata,;
b. Pengusahaan ODTW;
c. Usaha sarana pariwisata.

Paragraf 1
Usaha Jasa Pariwisata
Pasal 16
(1) Usaha jasa pariwisata meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa
pelayanan, dan jasa penyelenggaraan pariwisata.
{2) Usaha jasa pariwisata dapat berupa jenis-jenis usaha :
a. Jasa biro perjalanan wisata;
b. Jasa impresariat;
c. Jasa informasi pariwisata;
d. Jasa konsultan pariwisata.
(3) Pemerintah daerah dapat menetapkan jenis usaha pariwisata selain
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 17
Usaha jasa biro perjalanan wisata merupakan usaha penyediaan jasa
perencanaan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan wisata.

Pasal 18
(1) Usaha jasa impresarian.merupakan kegiatan pengurusan penyelenggaraan
hiburan, baik yang berupa mendatangkan, mengirim, maupun

mengembalikannya, serta menentukan tempat, waktu dan jenis
hiburan.

{2) Kegiatan sebagaimeana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang seni dan
olahraga.

(3) Penyelengggraan usaha jasa impresarian dilakukan dengan
memperhatikan nilai-nilai agama, budaya bangsa, kesusilaan dan
ketertiban umum.

‘Pasal 19
(1) Usaha jasa informasi pariwisata merupakan usaha penyediaan informasi,
penyebaran, dan pemanfaatan informasi kepariwisataan.

(2) Penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan dapat
juga dilakukan oleh masyarakat.



Pasal 20
(1) Usaha konsultan pariwisata merupakan usaha pelayanan konsultansi
tentang perencanaan dan/atau pengembangan kepariwisataan.
(2} Pelayanan konsultansi kepariwisataan dapat dilakukan bekerja sama
dengan lembaga atau institusi yang mempunyai kompetensi dalam bidang
pariwisata.

Paragraf Kedua
Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata
Pasal 21
(1) Pengusahaan ODTW meliputi kegiatan membangun dan mengelola ODTW
beserta prasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola
ODTW yang telah ada.
(2) Pengusahaan ODTW dapat dikelompokkan ke dalam:
a. Pengusahaan ODTW alam;
b. Pengusahaan ODTW budaya;
c. Pengusahaan ODTW minat khusus.
(3) Pemerintah daerah dapat menetapkan jenis pengusahaan ODTW yang
termasuk di dalam tiap-tiap kelompok sebagaimana yang dimaksud dalam
ayat (1) dan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 22
Pengusahaan ODTW alam merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam
dan tata lingkungannya untuk dijadikan sasaran wisata.

Pasal 23
Pengusahaan ODTW budaya merupakan usaha pemanfaatan seni budaya
bangsa untuk dijadikan sasaran wisata.

Pasal 24
Pengusahaan ODTW minat khusus merupakan usaha pemanfaatan sumber
daya alam dan potensi seni budaya bangsa untuk menimbulkan daya tarik dan
minat khusus sebagai sasaran wisata.

Paragraf Ketiga
Usaha Sarana Pariwisata
Pasal 25

(1) Usaha sarana pariwisata meliputi kegiatan pembangunan, pengelolaan dan
penyediaan fasilitas, serta pelayanan yang diperlukan dalam
penyelenggaraan pariwisata.

(2) Pengembangan usaha sarana pariwisata diarahkan menuju peningkatan
pengelolaan dan penyediaan fasilitas serta pelayanan yang diperlukan.

(3) Tahapan pengembangan usaha sarana pariwisata sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) diarahkan mencapai sasaran kuantitas dan kualitas tertentu
sesuai potensi yang ada untuk memenuhi kebutuhan kunjungan wisatawan.

(4) Pengembangan usaha sarana wisata diarahkan membentuk suasana
lingkungan yang memiliki corak khas daerah.

(S) Lokasi pengembangan usaha sarana pariwisata disesuaikan kebutuhan.

Pasal 26
(1) Usaha sarana pariwisata dapat berupa jenis-jenis usaha:
a. Penyediaan akomodasi;
b. Penyediaan makan dan minum;
¢. Penyediaan angkutan wisata;
d. Penyediaan sarana wisata tirta.
(2) Pemerintah daerah dapat menetapkan jenis usaha sarana pariwisata
selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
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(1)
(2)

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)
(2)

Pasal 27
Usaha penyediaan akomodasi merupakan usaha penyediaan kamar dan
fasilitas yang lain serta pelayanan yang diperlukan.
Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dibedakan atas kriteria yang disusun menurut jenis dan tingkat fasilitas
yang disediakan.

Pasal 28
Usaha penyediaan makan dan minum merupakan usaha pengelolaan,
penyediaandan pelayanan makan dan minum.
Usaha penyediaan makan dan minum sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dapat dilakukan sebagai bagian dari penyediaan akomodasi ataupun
sebagai usaha dimaksud yang berdiri sendiri.
Dalam kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat pula
diselenggarakan pertunjukan atau hiburan.

Pasal 29

Usaha penyediaan angkutan wisata merupakan usaha Kkhusus
atau sebagian dari usaha dalam rangka penyediaan angkutan pada
umumnya.

Usaha penyediaan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan oleh usaha angkutan khusus wisata, atau usaha
angkutan umum yang menyediakan juga angkutan khusus wisata, atau
usaha angkutan umum yang dapat dipergunakan sebagaimana angkutan
wisata.

Pasal 30
Usaha penyediaan sarana wisata tirta merupakan usaha yang kegiatannya
menyediakan dan mengelola prasarana dan sarana serta jasa-jasa lainnya
yang berkaitan dengan kegiatan wisata tirta.
Usaha penyediaan sarana wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dapat dilakukan di laut, sungai, danau, rawa dan waduk.

Pasal 31
Pengembangan jalur perjalanan wisata diperlukan dengan maksud untuk
meningkatkan kemudahan pencapaian ke objek wisata dan pemerataan
kunjungan wisatawan.
Kemudahan pencapaian dan pemerataan kunjungan wisatawan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membuka jalur-
jalur wisata baru.

Bagian Keempat
Sumber Daya Manusia
Pasal 32

Pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan
profesionalisme di bidang kepariwisataan.

Peningkatan profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui pendidikan, pelatihan, magang dan studi banding
yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau swasta.

Bagian Kelima
Kelembagaan
Pasal 33

Pengelolaan d_a.n pengembangan pariwisata dacrah dilaksanakan oleh
lemb?.ga pen'lenntah, swasta masyarakat, dan/atau perseorangan, baik secara
sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam hubungan yang saling

menguntungkan.



Pasal 34
(1) Pengelolaan pengembangan pariwisata daerah oleh pemerintah daerah
berbentuk pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengamanarn dan
penyediaan fasilitas. _
(2) Pengelolaan pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berbentuk:

a. Pengusahaan usaha pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

b. Penciptaan iklim yang kondusif untuk menunjang pengembangan
pariwisata.

Bagian Keenam
Fasilitas Penunjang
Pasal 35
Fasilitas penunjang yang dimaksud adalah penyediaan fasilitas dan kegiatan
pelayanan jasa yang meliputi jasa pos, telekomunikasi dan internet serta
money changer.

Bagian Ketujuh
Pengelolaan Lingkungan
Pasal 36
(1) Pengembangan usaha pariwisata wajib menjaga kelestarian lingkungan
sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Usaha pariwisata yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan wajib
melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Pengembangan Pasar Pariwisata
Pasal 37
Pengembangan pasar pariwisata merupakan suatu kegiatan perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan pemasaran sesuai pangsa pasar
melalui koordinasi lembaga dan instansi terkait

Pasal 38

Pengembangan pasar pariwisata meliputi:

a. Pelaksanaan kegiatan promosi dan pelayanan informasi pariwisata pada
sasaran yang tepat dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan
informasi yang modern,

b. Peningkatan kegiatan promosi dan pelayanan informasi pariwisata
sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan oleh pemerintah
daerah, swasta dan masyarakat;

c. Tempat kegiatan promosi dan pelayanan informasi pariwisata sebagaimana
dimaksud pada huruf b, dapat disediakan dan diusahakan oleh swasta,

Pasal 30
Pengembangan produk pariwisata dan pasar pariwisata sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37, dapat dilaksanakan oleh perseorangan, koperasi
dan/atau badan hukum.

BAB VI
PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 40
{1) Pelaksanaan RIPPDA berbentuk program pengembangan pariwisata
diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan pihak swasta dengan

memperhatikan aspirasi masyarakat baik secara sendiri-sendiri maupun
bersama-sama.
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(2) Program pengembangan pariwisala sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dijabarkan dalam arah kebijakan pengembangan pariwisata
daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini,
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 41
Pengendalian pelaksanaan RIPPDA diselenggarakan melalui kegiatan
pengawasan dan penertiban.

Pasal 42
{1} Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, diselenggarakan
dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
(2) Penertiban sebagaimana dimaksud Pasal 41, diselenggarakan dalam
bentuk pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Pasal 43
Pelaksanaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud Pasal 42, dilaksanakan
oleh Dinas Pariwisata dan/atau instansi terkait.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44
Ketentuan lainnya yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini
sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan dan atau
Keputusan Bupati.

Pasal 45
Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui,

pada tanggal 21 Juni 2017

BUPATI PESISIR BARAT,

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui,

pada tanggal 21 Juni 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,

AZHARI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2017 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG : 02/464/PSB/2017.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPAI A BAGIAN HUKUM,

NAWARDI, S.H.
NIP. 19640630 199003 1 006 11




LAMPIRAN 1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT

NOMOR : 0% TAHUN 2017
TANGGAL : 2! Jum 2017
TENTANG : RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH

KABUPATEN PESISIR BARAT

KONSEP ZONA WISATA PEISIR BARAT

Lampung Uta

’— 4 Nl

~ '« Lampung Barat
Vot I

ol

"~ Lampun

BUPATI PESISIR BARAT,

AGUS ISTIQLAL
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LAMPIRAN 11
PERATURAN DAbn.AH KABUPATER PESISIR BARAT

NOMOR : . TAHUN 2017
TANGGAL : 2/ Jun 2017
TENTANG :

KABUPATEN PESISIR BARAT

AFRAH ITBIJAKAN PENGIMBANGAN PARIWISATA DAERAH

1
1,1

DESTINASE PAKTWISATA
PEEWILAYAHAN DESTINAST PARIWISATA

RENCANA INDUX PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH

Arsh Kehjakun 1: Pevencansas pesbangunsn Wiayah Pembanginan Pariwata den Destinesi Pariwiasts

“PELAKSANAAN Sumber doas
NO URAIAN PROGRAM FELAKSANA Tahsp 11 ArBD | AFBD
2016 ] 2017 § 2018 | 2019 2021 2028 2024 [ 2023 Frop Kah,
A |RENCANA INDUK FEMBANGUNAN DAIRAH
L * Ponywsonen Masterplan Zons Wissta Tanjung Sefis | Diparda, Beppeds o
Fonyosunan  Maseaplat  Zoma  Wisate Benghanst] .
® Befimbing dan Pulau Bertush Diperds, Bsppods °
® Fenyusuman Zona Wiasts Lemong dan Puls Piung Diparda, 0
o Feryusinan Zona Wisata Labuhan Jukung d.m[xTuiI—E. )
B |RECULAST TATA BANGUNAN DAN TATA LINGKUNGAN
@ Fyunman  Rences Tats  Bangtrum  dm Tata] Dipards, FU, 0 o
Lingkmgan Destinas Pariwisats Bappeda
] |
Arah Kebijakus 2: Pencgakum Megnlag Penbanganan Zona Wisrts dem Destings Pariwiszia Dacrah
PELAEKSARAAN Somber daia
NO URAIAN FROGRAM FELAKSANA Takep 1 Tahap I APFBD AFSD
2016 | 2017 | 2018 | 2012 2021 | 2022 2028 | 2024 ] 20258 Prop | Kabh.
A |MONITORING DAN PENGAWASAN OLEH PEMERINTAH
DAERAH TERHADAF PENERAPAN RENCANA INDUK
® Mongiorigg den Evalussi Prlakumim Masker Plan Dipards, Bappeda o)
-zmmmmmmmu. ia, Bappod (o)
@ Penesapaes  Pords  Rencgra Induk  Pembang Dipards, B i o
® Peambangsnen Parivists Dscrah Diperds, Bappods 0
-WWTmehmmeuu Diparda, FU o O
Linglomigan Bappeda



http:2,____.,.,.".r
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Arah Fchijakan 3: Pengendalian Implementasi Pembangunan Zona Wisata dan Destinayj Pariwisata Daersh

PELAKSANAAN Sumber dana
NO URAIAN FROGRAM PELAKSANA Tahap | Tahap I} AFBD APBD
APBN Swasta
2016 | 2017{ 2018 | 2019 { 2020 2021 | 2022 ] 2023 ] 2024 | 2025 Prop Kab.
A |KOORDINASI ANTARA PEMEXINTAH DAERAH, PELAKU
USAHA, DAN MASYARAKAT
o Sosialisayi dan Publikasi Feratiran Daeralt teptang Diparda, Fo)
Rencans Induk Pembangunan Pariwisata Dacrsh Bappeda
® pembentukan Foram Kordinasi Telotis Kepariwisatass | DPStda,
Bappeda
|
1,2 PEMBANGUNAN DAYA TARIK WISATA
Arah Kebijakan 1: Perintisan pengembangan daya farik wisata dalam rengka mendorang pertumbuhan Zona Wisats dan Destinasi Wisata
PELAKSANAAN Sumber dana
NO URAIAN PROGRAM PELARSANA Tahap 1 Tahap 1 APED | AFBD
APBN Swastd
2016 2017 | 2018 | 2019 2020 2021 | 2022 | 2023 | 2024 ] 2025 Prop | Kab.
A |PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA BARU
@ Fasilitasi perintisan pengembangan daya tarik wisatal
alam, budaya dan khusas/ buatan bagi segrmen wisata
masesl (mass markef) mavpun bagi segmen ceruk !:mn:la, (o] o) o
pasar (niche market) di kawasan yang appeda
belum berkembeng
e Faslitasi perencanaan dan perinfisan pengembangan .
sarana prasarand dasar i ksawasan yang belum ¥ ? (s} O O
| berkembang Bappeda
@ Fadglitasi pcmbemn arahan bagi masyarakat sdtmmt
mengenai pengelolaan dan pemebiharan Jdestinasi Diparda, & o Fo)
urtuk mewwmdkan community based tonnsm di Bappeda
kawasan yang belum berkembang
w Fasilitasi para pelaku wwha didalam pengembangan Diparda, o o o
Rawasan pariwisaia Bappeda




Arah Kebijakan 2: Pembangunan days tarik wisats untok meningkatkan kmalitss dan days saing produk dalam penarik minat dan koyslitas scgmen pasar yang ada

NO

UEAIAN RROGRAM

:

A

PILAKSANAAN

Sumber dana

Tahap {

Tahap 0l

2017 | 2018

2019

2020

20Z1

2022 2023 | 2024

2023

APBD
Prop

AFBD
Ksb.

Swasts

PENGEMBANGAN INOVASI MANAJEMEN FRODUE. DAN
KAPASITAS DAYA TARIK WIEATA UNTUXK MENDORONG
AKSF1FRAS] PERKEMIBANGAN WFP

@ Penguatan interpretasi dan inovasi produk delam wpaya)
temingkatkan  kusites days  tardk, keunggulen
kompetitif dan komparatif scris daya saing days tarik|
witsty slam, budays den thusus/ bustan yang scdang|
berkembang

@ Fengrwbangan jejaring mansjooen hunjungsn terpadu
dergan dayw tarik wiset terkait di sekitar lokasi datam
konteks regionsl maupun nasional -

@ FPeningkatan lualites dan kapasits sarana presaranal
dawr omuk  meningtstkan  bualites  kegistan|
kepariwisataan di sckitar bkac deya tarik wisata

HAEHIR

1

Arzh Kebijakan 8; Pemantapan days farik wisats umiuk meningkstkan deys saing produt dalam meparik kunjungarn ulang wisalewan dan segmen pasar yang kebih huas

URAIAN FROGRAM

|

Sumber dana

~ Tahap |

2017] 2018

2019

2020

2021

2022 2023 2024

2025

APBD
Prop

AFBD
Kab.

PENGEMBANGAN DIVIRSIFIRAS] ATAU KERAGAMAN
DAYA TARIK WISATA

dan scgmen ocruk pasar (nichc market).

@ Pengembangan jenis-jenis strakai lain dengan berbegail
tema di sckitar Tokani days trik wissts utamanys serta
,'Fjl.xingnyldlllmmmjcmhmjcmgmlﬂpuduymg
saling melengkapi

Diparcia




Arsh Kebijakan 4: Pengembangan days tarik wisats berdasarkan kcanggulan komparatif masing-masing Zons Wissta

PELAKSANAAN Sumber dana
NO URAIAN FROGRAM FELAKSANA Tahap [ Tahap II AFBD | AFBD
201612017 |2018] 2019] 2020|2021 | 2022 { 2028 | 2024 | 2025 Prop Kab.
A |PENGEMBANGAN ZONA WISATA TANJUNG SETIA
SEBAGAI EAWASAN WISATA BAHARI
@ Perynsunan Site Plan Kawasan Tanjung Sctia dengan .
konsep Natural Diparda
@ Pengembangan ssrana pm.dnhmg wissts (keschatan| Diperda, FU,
pemadam kebakaran, puset informasi pariwisata) BIFBD
(infrastruktur jalan, air, lisrik, drainase, sanitasi)
B [FENGEMBANGAN ZONA WISATA BENGKUNAT
BELIMBING DAN PULAU BERTUAH
@ FPenyusunan Site Plan Kswasan sesuai dengan hasil i
masterplan zona wisatn parda
@ Pengembangan serana pendukung wisata (keschatan,| Diparda, FU,
pemadam kebakaran, pusat mformasi pariwisata) BFFBD
@ Pengembangan  prassrana  pendukung  pariwisata U Fo ]
(inf tur jalan, air, lisrik, drainase, sanitasi)
C |PENGEMBANGAN ZONA WISATA LEMONG DAN PULAU
PISANG
@ Penyusunan Site Plam Kawasan sesuai dengan hasil i
masterplan Zona wisata P
@ Pengembangan sarana pendukung wisata (keschatan,| Diparda, FU, o)
pemadam kebaksrar, pusat informasi pariwisata) BFTED
® Pongembangan  prasmmcm pendulung _pariwists)
{infrastruktur jalan, air, listrik, drminase, sanitasi)
C [FENGEMBANGAN ZONA WISATA LABUHAN JUKUNG
DAN ERUT SELATAN
@ Penyusunsn Site Plan Kswasan sconai dengan hasil Di
masierplan zona wisata T
@ Pengembangsn samna posdukimg wisata (keschatan,| Dipards, FU,
pemadam kehakaran, pusst informasi pariwisata) BFPBD
- Pengemhlngln passrana  pendukung  pariwisate U O
(infrastruktur jalan, air, Bstrik, drminase, sanitasgi)




1,3 FRASARANA UMUM, FASILITAS UMUM, DAN FASILITAS PARIWISATA o
Arsh Kebijakan 1; Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, Dan Fasilitas Pariwisata Dalam Mendukung Perintisan Pengembangan Kawasan Pariwisata
PELAKSANAAN Sumber dana
NO URAIAN FROGRAM PLLAKSANA Tahap 1 Tahap il APBD APBD Swasta
APBN Keb
2016|2017 | 2018 | 2019] 2020] 2021 | 2022 | 2023 | 2024 } 2025 Prop
A |MENINGKATKAN PEMBERIAN INSENTIF UNTUK
PEMBANGUNAN FASILITAS PARIWISATA DALAM
MENDUKUNG FERINTISAN FAWASAN FARIWISATA
Fasilitasi penyediaan Iahan untuk pengembangan sarana Diparda, O
® ysaha pariwisata dengan nilai kompetitif Bappeda
® Fasilitasi kemudahan penjinan bagi swasta dan masyarakat Diparda, fa)
dalam pengembangan sarana usaha pariwisata Bappeda
| | @ Fasilitasi kemudahan pinjaman bank dengan suku bunga Dii s
yang rendah bagi swasta dan masyarakat dalam Bal ppedz; 0
pengembanigan sarana usaha pariwisata 1
B
MENGEMBANGKAN PRASARANA/ INFRASTRUKTUR DASAR
UNTUK MENDUKUNG KESIAFAN KAWASAN PARIWISATA
SEBAGAI DESTINASI WISATA BARU/ RINTISAN DAN/ ATAU
KAWASAN PARIWISATA YANG AKAN DIKEMBANGKAN —
Fasilitas perintisan penyediaan jaringan listrik dan lampu Diparda, O
- penerangan di kawasan pariwisata Bappeda N
« [Iasilitasi perintisan pembangunan jaringan air benik di Diperda, O
kawssan pariwisata Bappeda _ ]
o Tusilitasi  pembangunan jaringan  telekomunikasi dir Diparda, le)
kawasan paniwisata Bappeda J;__
@ fusilitasi penyedizan dan pengembangan Pusat Informasi Diparda, O
Pariwisata di kawasan pariwisata Bappeda
- Pemngkatm kualit'ls penyediasn  tempat  penjualan Diparda, O
cinderamata (souvenir shop) di kawasan pariwisata Bappeda




Arah Kebijakan 2: Meningkatkan kualitas prasarana umum dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan daya saing Wiaata

NO

URAIAN PROGRAM

PELAKSANA

PELAKSANAAN

Sumber dana

Tahap |

Tahap 11

2016

2017

2018

2019} 2020} 2021

2022

2023

2024

2025

APBN

APBD APBD

PENGEMBANGAN DAN FENERAPAN BERBAGAI SXEMA
KEMITRAAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN SWASTA
(PUBLIC PRIVATY. PARTNERSHIP)

Pengembangan skema regulasi untuk mengatur peran dan

- tanggung jawab anlara pemerintah dsn swesta dalam
pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan
fasilitas pariwisata di kawasan pariwisata

Diparda,

& Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah
dan swasta dalem pelakeapaan kemiteraan dalsm
pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan
fasilitas pariwisata di kawasan pariwisata

Diparda,
Bappeda

PENGEMBANGAN DAN FENERAPAN BERBAGAI SKEMA
KEMANDIRIAN PENGELOLAAN

@ Femberian kemandirian peran dan tanggung jawab kepada
otorilas pengelola kawasan pariwisata yang sudah mapan
dalam pengembangan prasarana umum, fasilites umum,
dan fasilitas pariwisata

Diparda,
Bappeda

*® Pemberian peran dan tanggung jawab kepada pemerintah
daerah secara otonom dalam pengelolaan pengembangan
prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwissta
pada kawasan pariwisala yang sudah berkembang

Diparda,
Bappeda




Arah Kebijakan 3: Pengendalian Prasarana Umam, Fasilitas Umum, dan Fasilites Pariwisats bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung

NO URAIAN PROGRAM PELAKSANA Tahap 1 Tahap 1l APEN APBD APBD Swasta
2016 | 2017|2018 | 2019 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 Prop Kab.
A |PENYUSUNAN REGULASI FER[JINAN UNTUK MENJAGA -

DAYA DUKUNG LINGKUNGAN
Pengembangan  skema pembangunan

® praswrana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisats]  Diparda, o
pads kswasan pariwisata dalam rangka menjaga Bappeda
keberlarjutan daya dukung

® Fodinas perijinan pembangunan pruserane umum,|
fasilitas umum dan fasilitas pariwisata pada kawasan Diparda, o)
pariwisata untuk menjaga keberlanjutan daya dukung Bappeda
sustu kawasan pariwisata

B | MENDORONG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-
| UNDANGAN

@ Fengembangan skeme  insentif dam  disinsentif dalam Dipard
pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan Ba o
fasilitas pariwisata pada kawasan pariwisata ppeda

& Meningkatkan pengawasan pembangunan prasarana| Di
umum, fasilitas umurn dan fasilitas pariwisata yang dapat Bnl ! o
berdampak negatif bagj linglungan preda

o Peningkalar peran dan tanggung jawab swasta dalaml Di 5
pemeliharaan sarana umum, fagilitas umum dan fasilitas parda, o
panwisaia pada kawasan pariwisata 7




1,4 AKSFSIBILITAS DAN/ ATAU TRANSPORTASI PARIWISATA
Arah icbijjakan 1: Pengembangan Moda Transportasi Dalam Mcadukung Pengembzngan Pariwisals
FELAKSANAAN Sumber dana
NO URAIAN PROGRAM PELAKSANA Tahap 1 Tahap 11 AFBD | APBD | o e
APEN Pro Kb
2016 | 2017 ]| 2018 | 2019] 20201 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 P . .
A
MENGEMBANGEKAN SARANA MODA TRANSPORTASI DARAT,
IAUT, ANGKUTAN SUNGAI DAN PENYEBERANGAN DAN
SPORTASE YANG MENGHUBUNGEAN ANTAR WTP
Pengembangan angkutan wisata darat yang memenuha standar Diparda, O
® Lemanan dan kenyaman bagj wisstawan Perhubungan
@& Mengembangkan moda transportasi yang hemat energi dan Dipards, O
ramah lingkungan Perhubungan
- Pengembangan angkutan wisata laut antar WPP yang Diparda, O
memenuhi standar keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan|{ Perhubungan
Pengembangan kerjasama dengan perusahaan angkutan umum Dipard
.danangkuian khusus milik swasta dalam rangka mendukung Perhubu " O
akesibilitas antar zona wisata uoungan
® Pengembangan kerjasama dengan perusahaan angkutan umum Dipard
dan angkutan khusus milik swasta dalam rangka peningkatan Perhu 0
kualitas layanan bagi wisatawan &
@ Fenyusunan studi kebutuhan moda transportasi anlar zona Diparda, O
wisala Perhubungan




Arah Kebijakan 2: Pengembangan Sarana Prasarana Transpertasi dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata

PELAKSANAAN Sumber dana
RO URAIAN PROGRAM PELAKSANA Tahap 1 Tahap Il AFBD APBD
APBN Xab Swasls
2016 2017|2018 § 2019 {2020 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 Prop -
A | MENGEMBANGKAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI
DARAT, LAUT, DAN ASDFP YANG MENGHUBUNGKAN ANTAR
| |ZONA WISATA ~
« Pembangunan shelter bis pariwisata di kap-tiap kawasan wisata| Perhubungan o
@ Peningkatan kualitas terminal bis dan angkutan umum Perhubungan Y
@ Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan PU 0
. . . L Diparda,
o Peningkatan kualitas dan kuantitas tourism signage Perhub o)
@ Penyusunan studi  kebutuhan pengembangan prasarana Diperda, o)
transporiasi dimasing-masing koridor pariwisata daerah Perhubungan
«» Penambahan Armada Transportas Bus Pariwisata untuk jakur- Diparda, o) O
jalur tertentu Perhubungan
Pembangunan  dermaga/  pelabuhan/  marina  untuk Diparda, O
® pengembangan wisata bahari (cruise dan sailing) Perhubungan
& Mcngembangkan sarana dan prasarana trensportasi untuk Divarda
mendukung pengembangan wisata bahari (diving, snorkling parca, O 0
fishi ? | Perhubungan
ishing)
% Penvedian  kapal-kapal  wisate  untuk  mendukung Diparda, Fo Po
pengembangan wisaia bahari dan eco-tourism (island tour) Perhubungan




Arah Kebijakan 3: Fengembangan Sistem Transportasi dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata

NO

URAIAN FPEOGRAM

PELAKSANA

PELAKSANAAN

Sumber dana

Tahap |

Tahap [

2016

2017

2018

2012] 2020|2021 2022

2023

2024

2023

AFBN

AFBD

AFBD

Swasia

MENGEMBANGEAN SISTEM TRANSPORTASI DARAT, LAUT,
DAN ASDP YANG MENGHUBUNGEKAN ANTAR ZONA WISATA

Penerapsn manajemen kelalufintasan dalam pengaturan jatur,
*® b Bintas darst, laut, dan ASDP

Perhubungan

- M urgkan sisicm dan jaring informan -
darat, laut, dan ASDP

Ferhubungan

kedatengan moda

@ Peningkatan sistem kepastian jadwal keberangkatan dan
transportas

Perhubungan

. Feningkatan jam opcrasi anghutan anmum

Perhmbungan

& Meringkatkan Fualitas pelayanan, keamsngn dan kesclamatan
jasa transportasi pariwisata

Perhubungan

@ Meningkatkan sistem pelayanan keamanan laut

Pertmbungan

Gl oG oSO

OS] O | OO

SO0 O|C |G

1,5

FEMBERDAYAAN MASYARAKAT PARIWISATA

Arah Kebijakan 1: Peningketan Kapasitas dan Pernn Masyarakat dalam Persbangunan Bidang Kepariwisataan

RO

URAIAN PROGRAM

PELAXSANA

PELAKSANAAN

Sumber dana

Tahap 1

Takep 0

2016

2017

2018

2019 2020 2021 | 2022

2023

2024

2025

AFBN

EE

AFBD
Ksb.

Swasta

PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAFAT DALAM
PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN

Feningkatan kapasitas organisasi masyarakat Jokal dalam
- penzenshangan kepariwisataan

@ Peningkatan imtensitas ketertbatan kembags masyarakat dalam|
: e

FENGEMBANGAN KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM POLA
DMO (DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATION)
DALAM PENGEMBANGAN KEFARIWISATAAN

Perctaan potensi dan kebutuhan pengnatan masysrakat lokal
® dalam pembangunan keparivisatann

@ Perintisan pemberdayazn potensi dan kapasitas masyarskat
dalam perdbangunan kepariwisstaan

@ Pelatihan dan Pendidikan tentang DMO
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Arah Kebijalom 2: Feningkatan Usaha Fkonomi Masyarakst &i Bidang Kepariwisataan

pergembangsan masysrakat lokal di sekiter kawmsan paciwisets

FELAXSANAAN Sumber dana
NO URAIAN FROGRAM FELAKSANA Tahap 1 Tahsp 1 APBD AFED 5
2016 | Z0tT | 2018 | 2019 | 2020 2021 | 2022 { 2023 ] 2024 | 2025 Frop Kab.
A |PENINGKATAN KAPASITAS/SKILL SEETA FRODUK LAYANAN USAHA
EEONOMI MASY ARALAT DI BIDANG PARTWISATA
g Fasilitasi peningkatan  kepasitin pengelolaan uwsmaha whats yimg] — Diparda, o
dikcmbangkan masysrakat lolal di sekitar kawasan pariwissta Foperas: UMEM
o Fasilitas pengembangan produk den layanan ocsshe ckonon yang| Diparda, 0
dikembangkan masyarakst lojal di sekitar kawasan puriwissts Iqm-ilm
a Fatilitas pemberian modal ussha kecil menengah bagi masyarakst Diiparda, fo)
bidang pariwisata Koperan UMEM
Whndmpehﬁhmbmmsyanhldllﬂnmnhgmpﬂlkf Diparda, P}
® jen layanan nsaha ckomomi Koperasi UMEM
| B |PENGEMBANGAN FEGULASI YANG FERORIENTAS] UNTUE MENDORONG
- WRMWWWMW . O
ckoncuni masyarakat Dipards
mmﬂmgmmmhlmm Dy ? 0
corporate social responinbity (CSR) Beppeda
Arah Kebijukan 3: Fengnstan Lesadsren Wissta Masyarskst
PELAKSANAAN Sumper dans
NO URAIAN PROGRAM PELAKSANA T 1 Tabap i AFSD APED Swarta
2016 2017 12018 2019 ) 2020 | 2021 | 2022 § 20232024 | 2025 Frop Eab.
A MENINGEATIAN MOTIVASL, KESEMPATAN, DAN EEMAMPUAN MASYARAKAT
DAJAM MENGENALL DAN MENCINTAI TANAH AIR
® Mengembangkan kegistan study tour pariwissta di kalangan usia sckolth | Pendsdikan e}
@ Mengembangkan kurikuhum okal berhasis budeys dan sejarih daerah Fendidilcan (s}
dan badays Pendidikan 0
B MENINGEATEAN DUKUNGAN DAN PAETISIFAS] MASTARAKAT
DALAM MEWLJUDKAN SAPTA FESONA BAG) TERCIPTANT A IKLIM KONDUSH
KEFARTWESATAAN SETEMPAT
= Feningd inlisssi sadar wissia pada iat ickal Divard O
o Fengembangan medis compaign pads media maow lokal (cetak) dan . o
clektromik tentang sadar wisata Diparda
mmmmmmmmmm Dipard Fo)
mcmammhnmmﬂdnmmlnpupmu
o Revitahisas kelompok sader wissts dan lewdega magyaraked oniuk| i o
m:ndukmgpwmbwnp-riwhu Dipards
o Fomberian bantusn [asilitss sarana dan prasesma dalan  rangka Dinerd a
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CITRA PARIWISATA

Arah Kebijakan I: Fengembangan dan Pemantapan Citra Kabuputen Pesisir Barat schagai Destinasi Pariwisata

NO

URALAN FROGRAM

PELAKSANA

Sumber dana

Tahap 1

Tahap 11

2016

2017

2018

2019

2020 | 2021 | 2022 | 2023 2024

AFBD

APBD

Swasta

MENGEMBANGKAN DAN MEMANTAPKAN POSITIONING

Penilaian dan penajaman kerobali strategi positioning pariwisata Kabupaten
® posisir Barat dengan memfokuskan wpeys promosi pada pasar domestik
Intensifikasi implementasi Kampanye

l’enilnmn dan penajaman kembali strakegi positioning pariwisata pariwisata
Kabupalml’wurna.mtymgbufohnpdlm tourism products : Marine,
Culture & Heritage

Pengembengan program pecmassran dan promosi yang bermuara pada brand
® image yang telah ditetapkan secars konsisien dan berkelanjutan

Pengemnbangan media  sosial schagai media komunikasi utama dslam
® menyebariuaskan brand image dacrah

RO

o]

G O

Kebijakan 2: Pengembangan Citra Kepariwisatsan Kabupalcn Pesisir Barat sebagai Dovlinasi Pariwisata yang Aman, Nyrman dan Berdaya Saing

NO

URALAN PROGRAM

PELAKSANA

PELAKSANAAN

Sumber dana

Tahap 1

Tahap 1

2016

2017

2018

2019

20201 2021

202212023

2024

AFPBN

AFBD

APBD
Rab.

MENINGKATRKAN KEHADIRAN MEDIA DALAM RANGKA MENINGKATKAN
CITRA POSITIF FARTWISATA

« Pengembangan Pesisir Barat TOURISM CALL CENTER

o Optimalisasi pcmanfaatan media komunikasi pemasaran yang meliputi media
on-tine dan off-line dalam tiga aras yaitu social, mobile, dan experiential

Peningkatan kualitas websites pariwisats Kabupaten Pesisir Barat

Pengrmbangan Pesisir Barat tourism cyber campaign, melalui:

® 4. E-Magazine, E-Brochure, E-Tourism Guide, inferactive tools, d1l
b. Social networking machines (facebook, twitter, youtube, dli)

c. Online events (contest, blogging events, dil)

« Pengembanganlinkage jaringan e-marketing pariwisata

Dipanda

l’qgnnhamn promosi produk-produk wismta minat khusus melalui online
® portals

Diparda

@]

o O (O O O
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INDUSTEI PARIWISATA

Arah Kebijakan 1: Peningkatan Kualiias dan Keragaman Produk-Produk Usaha Pariwisata

NO

URAIAN PROGRAM

FELAKSANA

Tahap I

Tahap1l

2016

2017

2018

2019|2020 2021 j 2022

202312024

2025

i3

MENINGKATEKAN DAY A SAING USAHA PARIWISATA

"~ Pening) “fikas schurh usaha poiwi

Peningkatan standardisasi seluruh usaha pariwisata dari
® el nasional ke internasional

® berdaya saing

« Peningkatan kualitas hotel di sefuruh kawasan

MENCIPTAKAN IKLIM USAHA YANG KONDUSIF

Pengembangan sistem pendafiaran integratif untuk jenis
® siha panwisata yang meliputi multi-akfivitas dan multi- produk {(conioh:
perhotelan)

- Pengembangan sistem pendafiaran usaha pariwisata satu atap

Diparda
Diparda
Diparda
Diparda
Diparda
Diparda

Kebijakan 2: Penguatan Strukiur Usaha Pariwisata

NO

URAIAN FROGRAM

PELAKSANA

PELAKSANAAN

Tahsap |

Tahsp B

2016

2017

2018

2019] 2020 2021 | 2022| 2023] 2024

2025

i9

MEMFASILITAS] PEMBENTUKAN ORGANISAS] INDUSYRI PARIWISATA

Memfaslitasi terbentuknys Gabungan Industri Fariwisata Daerah Kabupaten
® Pesisic Barat schegai wadah din koordinalor ketjasema yang sinergis snfar
usaha pariwisata

MEMPERKUAT MATA RANTAI PENCIFTAAN NILAI

o Inknsifikasi dan efisiensi badan-haden promoti yang telah ade untuk kembali
digunakan sebwgai wihana promosi bersama dengan sumber dana
ditanggung bersams

Diparda

@ Pengembangan dukungan promosi di kawasan strategis

Oiparda

@ Pengembangan dukungan promost di kawasan tertinggal

Diparda

« Feningkatan program pengembangan kawasan dalam menyalurkan dana
dari usaha-usaha pariwisata

@ Fengembangan skema kerjasama antarusaha pariwisata dalam menciptakan
paket dan menjual produk wisata

Diparda

O O[Ol O
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4
4,1

FELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN
ORGANISASI FARIWTSATA

Arah Kebijakan 1: Restrokturisssi dan Reposisi Organisasi Kepariwisataan
FELAKSANAAN Sumber dana
NO URAIAN PROGEAM FELAESANA Tabap1 Tahsp I APSD | AFBD
2016|2017} 2018| 201952020 2021 | 2022] 2023 | 20241 2025 Prop Kab
A =
MEREFOSIS] URUSAN FARIWISATA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
.Pmuulumhmhhwrmmrmwmmhd-pperkmbmgmpmmh o)
decrah, nasiona] dan infermasional
@ Feningkatan anggaren untuk pengembangan pariwisata (o]
NO URALAN FROGRAM PELAKSANA Tahap 1 Tahap AFBD AFBD
2016| 2017} 2018] 2019] 2020] 2021 | 2022] 2023 | 2024 2025 Prop | Fab.
A IMERENCANAKAN PAKRTISIPATIF KOORKDINASI LINTAS SEKTOR
® Revitalisasi  ataupun  pembentukan  wnit  kerja yang  berfungsi . o
mengkoordinasikan dan menggerakkan sinergi lintas sckior Diparda
& Mengintensiffkan komunikasi antar dinas Diparda S
@ Monitoring dan cvaluasi performance urit ketje koordinasi lintas sekior Diparda o
1
Arah Febijakan 3: Optimalisasi Organisasi Keperiwisatnan Swasta dan Masyarsket
PELAKSANAAN Sumber dana
NO URAIAN PROGRAM PELAKSANA Tahap | Tahap il AFBD | AFBD
2016]|2017|2018)] 2019 2020] 2021 | 2022 | 2023 | 20241 2025 Frop Rab.
A MEMFPERKUAT PERAN SERTA SWASTA DALAM MENTNGKATKAN AKSELERASU
FEMBANGUNAN FEPARIWISATAAN MELALUT PUBLIC-PRIVATE PARTNIESHIP
| OrPF)
Fembentukan dan opeissionaliwsi GIFT (Gabungan Industri  Pariwissta .
Indoncsia) di tingkat Kabupaten Pesisir Barst Diperds
® pembentukan dan operasionakisasi BPPD (Badan Promosi Pariwissta Dagrah) Dipards
B MENGEMBANGKAN DAN REVITALISASI ORGANISAST MASYARAKAT DI
BIDANG PAKTWISATA
o Fasilitasi peningkatan peran organisasi masyarukat Diparda o
@ Mengarahkan dans masyarakat di perusehasn-perusshaan swasta (CSR) untek] ; O
pembinasn organisasi masyarukat di bidang pariwisaia




Arah Kebijakag 4: Optimalisasi Kemitraan Usaha Pariwisate Antara Pemerintal Dacrah, Swaste dan Marysraksi

- PELAKSANAAN Sumber dana
NO URALAN FROGRAM PELAKSANA Tahap 1 Tahap 1 appn | APBD | AmBD |
2016 | 2017 2018 | 2019 ] 2020 2021 | 2022 2023 | 2024 ] 2025 | Prop | Kab.
A |MEMPERKUAT SINKRONLSAST ANTARA PEMERINTAH DAERAS], SWASTA, DAN
MASYARAKAT _ |
| | @ Percacanaan partisipatif usaha pariwissts melatui skems kerriitraan Dipards O
[ | @ Pombentukan forwm-forum koordinasi usaha pariwissta Dipards 0
B
MEMPEEBAIK] PELAYANAN PEMERINTAH KEFADA SWASTA DAN MASYARAKAT
Pengembangan pelsyanan satu atap dalam perijinan Dipanda O
-, inss dla debirckratisasi ; gait . Divrd o)
@ Penanifantan teknologi informasi dalam pelayanm poblic Diparda (o)
4,2 SDM PARTWISATA
Arsh Kebnjakan 1: Opfimaiisasi dan Akselerasi Empetersi SDM Pemerintah
PELALSANAAN Sumber dana
NG URAIAN PROGEAM PELAKSANA Tahap | Tahxp 0 AFBD | AFBD
AFEN Swasta
2016] 2017 2018 2015 | z020| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 { 2025 Prop | Isb.
A [OPTIMALISAS] KAPASITAS SDM -
gp Program fechmical assistance {outsourcing SDM) Dipeards O
@ Program magang (training program)} Diparde o]
@ Program pendidikan pengembangan pariwisata (perencanaan, implementasi , dan; rard A
money) —
B |MEMPETAKAN KUALIFTKASI KOMPETENST SDM
Pemriaan kebutghan kualifikasi pejabat dan staff (sekmis dan sow teknis) Diparda O
Arak Kebyakun 2: Akscieras; Kushias Inatitusi Ponciulikan Repaziwisataan —
FELAESANAAN Sumber dana ]
NO URAIAN PROGRAM PELAKSANA Tahap T Tahsp Y APRD | APED |
2016 | zo17 | 2018 2019 | 2020 2021 | 2022 | 2023 ] 2024 { 2025 Frop Kab.
A |MENGEMBANGEKAN INSTITUS] PENDIDIEAN PARIWISATA —
@ Pergembangsm sarama dan prasarana sckolah pariwissta jenjang sckolsh menengsh MP . ﬂ‘h' O
® Penyediaan sarena dea prasarans pendiikan kepariwisataan bertaraf incrnasionad | DA dan 0
B IMINGEMRANGEKAN KERJASAMA ANTARA INSTITUSI FENDIDIKAN DAN
INDUSTRI FARTWISATA ]
S L Diparde dia B B
@ Folabhormsi pemerintah dan industri pariwisata dalsm pepyatoran hinsan. P O O




Arah Kehijakan 3: Optimalisasi Kuantitas SDM Industri Pariwisats

PELAKSANAAN Sumber dana
NO URAIAN PROGRAM PELAKSANA Tahap I Tahsp It AFEN | APED APBD
2016] 2017) 2018 | 2019 § 2020 2021 } 2022 | 2023 | 2024 | 2025 Prop Kah.
A PERANCANGAN JANGKA PANJANG KEBUTUHAN SDM IKDUSTRI
PARIWISATA
@ Fendataan dan Inventarisasi SDM (jumlsh, kualifikasi, Masa .
ketja, pengetahuan dan ketrampilan/pelatihan, bakai dan g‘f m"'. y chl'lk‘:? o) o
minat karyawan
B |PEMETAAN DAN PENGADAAN SDM INDUSTRI DI TIAP-TIAP
KAWASAN WISATA
gp Femetaan proyeksi kebutuhan SDM industri di tiap-tiap| Diparda dan o) O
kawasan pengembangan Pendidikan
g Ferencanaan kebutuhan Jevel dan karakier kompetenst SDM di]  Diperda dan o) O
fiap-tiap kawasan bendasar tema produk wisata Pendidikan
@p Femefaan proyeksi dan perencanaan kebutuhan level dan| Dipards dan 3 o)
karakter SDM pariwisata Pendidikan
I
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Arah Kehijakan 2: Feningkatan Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Pariwisata

NO

URAIAN FROGRAM

Sumber dana

Tahap I

Tahap 1l

2016

2017

2018

209

2020

2021

20221 2023

2024

2025

AFBN

APBD APBD
Prop Kab.

Swasta

MENINGKATKAN PENELITIAN PASAR WISATAWAN DALAM
RANGKA FENGEMBANGAN PASAR BARU DAN PENGEMBANGAN
PRODUK

@ Pengenmbangan penclitian lentang segmen pasar wisatawan
muassal (mass market) dan pengembangan segmen ceruk pesar,
fniche market) dalam mengopfimalkan pengembangan
destinasi pariwisata

Diparda

MENINGEATKAN PENELITIAN DALAM RANGKA
PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN CITRA PARIWISATA
KABUPATEN FESISIR BARAT

. Fengembangan penelitiazn pengembangan dan pemantapan
citra pariwisata Kabupaten Pesisir Barat sccara berkelanjutan

Diparda

Pengembangan penclitian pengembarigan citra kepariwisatasn
Kabupalen Pesisir Barat schagai destinasi pariwisata yang aman,
nyaman dan berdaya saing

Diparda

o Pengembangan penelitian tenteng pembangunan  sistem
transporiasi angkutan jalan, asdp, dan angkutan laut

Diparda

MENINGKATKAN PENELITIAN DALAM RANGKA
PFENGEMBANGAN KEMITRAAN PEMASARAN PARIWISATA
KABUPATEN PESISIR BARAT

@ Pengembungan penelitian keterpaduan sinergis promosi antar
pemangku kepentingan (stakeholders) pariwisata dacrah

Diparda

Pengembangan penclitian strategi pemasaran berbasis peda
pemasaran yang berianggung jawab (responsible marketing),
yang menckankan tanggung jawab lerhadap masyarakat,
sumber daya lingkungan dan wisatawan

Diparda




Arah kebijakan 3: Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Industri Pariwisata

NO

URAJAN PROGRAM

PELAKSANA

Sumber dana

Tahap1

Tahap Il

2016

201712018

2019]2020

2021

202212028

2024

2025

Prop

AFBD
Kab.

MENINGKATKAN PENELITIAN DALAM RANGKA FENGUATAN
INDUSTR] PARIWISATA

@ Tengembangan pencliian lentang fungsi, hierarki, dan
hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata
untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata

Diparda

MENINGKATEAN PENELITIAN DALAM RANGKA PENINGKATAN
DAYA SAING PRODUK WISATA

& Pengembangan penelitian tentang daya saing daya tarik wisata

Diparda

Pengembangan penclitian  tentang daya saing fasilila.sr
pariwisata

Diparda

& Pengembangan penclitian tentang daya saing aksesibilitas

Dipards

MENINGKATKAN PENELITIAN DALAM RANGKA
PENGEMBANGAN KEMITRAAN USAHA FARIWISATA

@ Pengembangan  pencliian tentang  pengembangan  skema
kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat

Diparda

MIEININGKATKAN PENELITIAN DALAM RANGKA PENCIFTAAN
KREDIBILITAS BISNIS

& Fengembangan penelitian tentang manajcmen dan pelayanan
usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas

Diparda

MIENINGKATKAN PENELITIAN DALAM RANGEA
PENGEMBANNGAN TANGGUNG JAWAB TERHADAP
LINGKUNGAN

Pengembangan  penelitian  fentang manajemen  usahs
pariwisala yang mengacu kepada  prinsip-prinsip
pembangunan pariwisata berkelanjutan dan  berwawasan
lingkungan

Diparda

o




Arah kebijakan 4: Peningkatan Penclitian dan Pengembangan Kelembagaan dan SDM Periwisata
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG
RENCARA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (RIPPDA)
KABUPATEN PESISIR BARAT

I. UMUM

Pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Pesisir Barat merupakan
bagian integral dari pembangunan daerah serta merupakan bagian yang
tak terpisahkan dari Pembangunan Kepariwisataan Nasional.Sumber-
sumber potensi kepariwisataan baik yang berupa objek dandaya tarik
wisata, kekayaan alam, budaya, sumber daya manusia, usaha jasa
pariwisata dan lainnya merupakan modal dasar bagi pembangunan
kepariwisataan daerah. Modal tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal
untuk meningkatkan pendapatan daerah serta kesejahteraan dan
kemakmuran rakyat, memperluas kesempatan usaha danlapangan kerja,
mendorong pembangunan daerah serta memupuk rasa cinta budaya
bangsa dan cinta tanah air.

Untuk mencapai hasil pengembangan dibidang kepariwistaan yang optimal,
diperlukan adanya visi, misi yang jelas secbagai dasar acuan bagi
penyusunan kebijaksanaan dan strategi, disamping adanya koordinasi dan
kerjasama terpadu antara instansi pemerintah, swasta dan masyarakat.
Pengembangan kepariwisataan daerah perlu tetap melestarikan lingkungan
nilai-nilai budaya dan mendorong upaya peningkatan kualitas lingkungan
hidup, memperkukuh jati diri, serta tetap memperhatikan derajat
kemanusiaan, kesusilaan dan keagamaan. Peran serta masyarakat dalam
arti yang seluas-luasnya memiliki peranan penting demi tercapainya tujuan
dan sasaran pengembangan pariwisata daerah. Berdasarkan pertimbangan
tersebut perlu disusun pedoman tentang Rencana Induk Pengembangan
Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Pesisir Barat dengan Peraturan
Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
(Cukup Jelas)

Pasal 2
(Cukup Jelas)

Pasal 3

Ayat (1)
Huruf a
(Cukup Jelas)

Ayat (2)
Huruf b
Yang dimaksud dengan Ekonomi Kerakyatan adalah ekonomi yang
bertumpu pada kekuatan masyarakat golongan ekonomi lemah dan
menengah yang kurang memiliki akses ke lembaga keuangan,



Pasal 4
(Cukup Jelas)

Pasal 5
(Cukup Jelas)

Pasal 6
(Cukup Jelas)

Pasal 7
(Cukup Jelas)

Pasal 8

Ayat (1]
(Cukup Jelas)

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan tata nilai kehidupan dan budaya daer.ah adalah
segala nilai-nilai/norma-norma kehidupan masyarakat yang masih ada dan
digunakan sebagai pegangan hidup maupun yang telah ditinggalkan,
termasuk disini adalah agama dan tradisi.

Ayat (3) ‘
(Cukup Jelas)

Ayat (4)
(Cukup Jelas)

Ayat (5)
(Cukup Jelas)

Pasal 9

Ayat (1)
(Cukup Jelas)

Ayat (2)
(Cukup Jelas)

Ayat (3}
(Cukup Jelas)

Ayat (4)
(Cukup Jelas)

Ayat (5)
Pariwisata budaya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan
wisata, termasuk pengusahaan objek dan daye tarik wisata serta usaha-
usaha yang terkait dibidang tersebut yang memanfaatkan dan
mengembangkan secara selektif, terencana dan terprogram, aset budaya
masyarakat asli Kabupaten Pesisir Barat baik tata nilai, adat istiadat,
maupun produk budaya fisik sebagai objek dan daya tarik wisata.
Jenis pariwisata yang lain atau konvensi adalah segala sesuatu yang
berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik
wisata serta usahausaha yang berkaitan dengan segala bentuk kegiatan
konvensi yang dipandang mampu meningkatkan integritas bangsa dan
negara yang berkaitan terutama dengan aspek budaya dan aspek lain
seperti ekonomi, kesehatan, kemanusiaan dan politik serta mampu
meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ayat (6)
(Cukup Jelas)

Pasal 10
{Cukup Jelas)




Pasal 11
Ayat (1) .
Kawasan adalah sebagian wilayah dalam arti administratif.
Ayat (2)
(Cukup Jelas)
Ayat (3)
(Cukup Jelas)

Pasal 12
(Cukup Jelas)

Pasal 13
(Cukup Jelas)

Pasal 14
(Cukup Jelas)

Pasal 15
(Cukup Jelas)

Pasal 16
{Cukup Jelas)

Pasal 17
(Cukup Jelas)

Pasal 18
(Cukup Jelas)

Pasal 19
(Cukup Jelas)

Pasal 20
(Cukup Jelas)

Pasal 21
Ayat (1)
(Cukup Jelas)
Ayat (2)
Huruf a
(Cukup Jelas)
Huruf b
Wisata budaya adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari
kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat
sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata yang
terdiri dari peninggalan sejarah, cagar budaya, kampung adat,
makam raja-raja, museum dan sanggar tari/sanggar seni.
Hurufc
Wisata minat khusus adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari
kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat
sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata yang
terdiri dari penelitian, kajian ilmiah, surfing, diving, seni dan
budaya serta ekowisata.
Ayat (3)
(Cukup Jelas)



Pasal 22
(Cukup Jelas)

Pasal 23
{Cukup Jelas)

Pasal 24
{Cukup Jelas)

Pasal 25
(Cukup Jelas)

Pasal 26
{Cukup Jelas)

Pasal 27
(Cukup Jelas)

Pasal 28
(Cukup Jelas)

Pasal 29
(Cukup Jelas)

Pasal 30
(Cukup Jelas)

Pasal 31
{Cukup Jelas)

Pasal 32
(Cukup Jelas)

Pasal 33
(Cukup Jelas)

Pasal 34
Ayat (1)
(Cukup Jelas)
Ayat (2}
Hurufa
{Cukup Jelas)
Huruf b
Iklim yang kondusif adalah sesuatu keadaan atau suasana yang
dapat menunjang tercapainya tujuan pengembangan pariwisata
antara lain dengan mewujudkan sapta pesona yaitu aman, tertib,
bersih, sejuk, indah, ramah tamah dan kenangan.

Pasal 35
{Cukup Jelas)

Pasal 36
(Cukup Jelas)



Pasal 37

Pangsa pasar adalah perkiraan perhitungan yang didasarkan pada hukum
permintaan dibidang kegiatan pariwisata yang berkaitan dengan jumlah arus
pariwisata, baik pariwisata nusantara maupun mancanegara.

Pasal 38

Ayat (1)
Teknologi komunikasi dan informasi yang moderen meliputi penyediaan
fasilitas dan pemanfaatan jasa pelayanan komunikasi dan informasi
melalui surat elektronik (email} maupun internet.

Ayat (2}
(Cukup Jelas)

Ayat (3)
(Cukup Jelas}

Pasal 39
(Cukup Jelas)

Pasal 40
(Cukup Jelas)

Pasal 41
(Cukup Jelas)

Pasal 42
(Cukup Jelas)

Pasal 43
(Cukup Jelas)

Pasal 44
(Cukup Jelas)

Pasal 45
(Cukup Jelas)

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 2%



